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MOTTO: 

► "karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan '' (QS 

AL-Inshrah  ayat 5) . 

► Tidak selamanya langit ini kelam suatu saat akan cerah juga 

hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap terbitlah terang. 

► Jatuh itu pasti, tetapi bangkit adalah pilihan 
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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM SITA JAMINAN TERHADAP HAK ATAS TANAH 

YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA DI 

PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG 

 

Oleh 

OKTA PRATIWI 

 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan sita 

jaminan terhadap hak atas tanah yang dilcuasai oleh tergugat dalam perkara perdata dan 

Apakah akibat hukum sita jaminan terhadap bak atas tanah yang dikuasai oleh tergugat 

dalam perkara perdata. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum 

sosiologis" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang 

ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu 

menggambarkan. 

Sesuai dengan judul dan beberapa  permasalahan  yang telah dikemukakan di  

atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  :  Kedudukan  sita jaminan  terhadap hak atas _ 

tanah yang dikuasai  oleh  tergugat  dalam perkara perdata  merupakan tindakan 

pendahulu yang harus dilaksanakan sebelum maupun sesudah putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap.  Penyitaan yang  dilakukan  oleh  pengadilan negeri 

termula dari suatu permintaan atau permohonan yang diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan, yang mempunyai persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi 

seperti yang tercantum dalam Pasal 197, 226 dan 227  HIR-Pasal  260  dan  261 

RBg. Adapun pihak-pihak  ikut  serta  dalam melakukan penyitaan    agar 

pelaksanaannya  memcnuhi   persyaratan  sehingga penyitaannya  dapat 

dilaksanakan. Dan Akibat hukum sita jaminan terhadap hak atas tanah  yang 

dikuasai oleh tergugat dalam perkara perdata, keputusan yang ditetapkan  oleh 

hakim  tidak  dilaksanakan  oleh pihak yang  dikala.likan,  maka pihak   yang 

dimenangkan dapat mengajukan pennohonan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri 

agar dijalankan keputusan tersebut, kemudiaan Ketua Pengadilan Negeri memberi 

tenggang waktu selama 8 hari, setelah waktu tersebut masih tidak dilaksanakan 

putusan maka pengadilan melakukan tindakan secara paksa, dengan kata lain 

perkara yeng telah diJetakkan sita jaminan dapat dinyatakan sah dan berbarga 

menjadi sita eksekusi. Sita eksekusi meliputi: putusan yang  yang  menghukurn 

pihak yang  dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, putusan yang 

menghukum seseo rang untuk melakukan suatu perbuatan dan putusan hakim yang 

memerintahkan seseorang untuk mengosongkan benda tetap. 

 
 

Kata Kunci : Sita Jaminan, Hak Atas Tanah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu 

 

· karena kehidupan manusia sangatlah membutuhkan tanah dan manusia tidak 

dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup dan bermukim di atas tanah dan 

memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan 

hidup serba berkecukupan dan damai kalau mereka dapat menggunakan tanah 

yang dikuasainya atau dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan 

manusia akan hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak 

hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang 

berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat.  Ditambah 

lagi dengan negara kita yang sebagian besar kehidupan rakyatnya bersifat 

agrans. 

Fungsi  tanah  sangat   penting  dan  diutamakan   sebab  mempunyai arti 

 

tersendiri baik secara sempit maupun secara luas, karena semakin bertambah 

jumlah manusia setiap harinya, maka banyak orang membutuhkan tanah untuk 

kegiatan sehari-hari dan untuk tempat tinggal. Laju pertumbuhan  penduduk 

yang sangat tinggi di Indonesia menyebabkan  tingginya  lalulintas  peralihan 

hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah saat ini bukanlah pemegang hak atas 

tanah yang pertama, akibatnya baik pemerintah maupun masyarakat ketika 

membutuhkan sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan 

kepastian mengenai siapa sebenamya  pemilik  sebidang tanah yang sah menurut 

 
 

I 



2 

 

 

 

 
 

hukum, maka dari itu tanah tersebut harus memiliki tanda bukti kepemilikan 

tanah secara sah, tanda bukti kepemilikan tersebut beruapa sertipikat hak atas 

tanah, untuk meperoleh sertipikat hak atas tanah pemilik tanah harus 

melakuakan pendaftaran tanah terlebih dahulu yang hanya dapat dilakukan  

oleh Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional. 

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Negara/Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur,meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian 

surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya da 

Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.1 

 
Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum yang menjamin dan 

melindungi hubungan hukum antara orang-orang dengan bidang tanah, juga 

menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Dengan begitu pemilik 

tanah bisa m.e rasa aman dalam memanfaatkan tanah guna memperoleh basil 

yang optimal. 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) menyebutkan untuk menjamin 

kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan 

pemerintah. Peraturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 

 

 

1 
Mhd. Yamin Lubis, dan Rahim Lubis, 2009, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar 

Maju, Bandung, him. 4. 
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Peraturan Kepala Badan Pertanahao Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 

ayat (2) meliputi : 

l. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

 
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

 
3. Pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Bagi orang Indonesia tanah merupakan masalah yang paling pokok 

karena tata kehidupan masyarakat Indonesia sangat tergantung pada kegiatan 

kegiatan yang bersifat agraris. Tanah juga merupakan tumpuan harapan bagi 

masyarakat guna melangsungkan kehidupannya, dimana mereka hidup di atas 

tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan dan 

mengolah tanah. 

Menurut G. Kartasapoetra, menyebutkan bahwa : 

 
1. Keadaan tanah yang stat.is itu akan menjadi tempat tumpuan bagi manusia 

yang tahun demi tahun akan berkembang dengan pesat. 

2. Pendayagunaan tanah dan pengaruh-pengaruh  alam  akan menjadikan 

 
instabilitas kemampuan tanah tersebut.2 

 
Dengan demikian tanah sebagai salah satu faktor yang sangat penting 

bagi kehidupan dan tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri, 

 

2   Kartasapoetra, 2003, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) Bagi 

Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara,Jakarta, 
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wajiblah manusia dalam pendayagunaan dan pengelolaannya memperhatikan 

hukum alam dan hukum masyarakat, agar hak-hak dan kewajiban atas tanah 

selalu berim bang, sehingga kemampuan tanah berlangsung sepanjangmasa. 

Selain itu karena keadaan tanah tersebut statis sedangkan manusia hari 

demi hari terns berkembang secara hukum alam, pengendalian hak untuk 

berkembang dengan memperhatikan kewjiban-kewajiban untuk: mengurus dan 

menjamin kelangsungan hidup. Apabila hal tersebut tidak dilakukan,  maka 

pada suatu saat tidak dapat dihindarkan kemampuan berkembang jumlah 

penduduk. Ketidakseimbangan antara persediaan tanah  dengan  kebutuhan 

tanah dapat menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah masalah 

sengketa  tanah. Masalah  sengketa  hak atas  tanah  banyak  terjadi di  berbagai 

tempat  hampir  di  seluruh Indonesia,  ba.ik  dipelosok-pelosok desa maupun 
 

perkotaan. 

 

Kasus-kasus yang menyangkut di bidang pertanahan dapat dikatakan 

tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat di dalam 

konfleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring  dinamika  di 

bidang ekonomi, sosial dan politik. 

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat di 

pilah menjadi Hrna kelompok, yakini : 

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah 

perkebunan, kehutanan dan lain-Jai n; 

2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landr eform; 

3. Kasus-kasus berkenaan dengan akses-akses penyedian tanah untuk 

pembangunan; 
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah 
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5. Sengketa berkenaan dengan Tanah Hak Ulayat.3 

 

Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan 

manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam 

masyarakat, ini berakibat bahwa manusia pribadi hams mengindahkan tata 

tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan ketertiban dan 

ketenteraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu 

mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan 

perbuatan tertentu yang dilarang, sedangkan bilaman larangan itu dilanggar 

dia akan menderita akibatnya, yaitu sanksi hukum. 

Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian 

dari pada hukum perdata, sebab di samping huk:um perdata formal, juga ada 

hukum perdata materil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam 

hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal 

hal yang dilarang, sehingga menjadik:an hukum perdata pedoman bagi warga 

masyarakat dalam melakukan hubugnan hukum yang bersifat perdata atau 

privat. 

Sudikno mertokusumo merumuskan bahwa : Hokum acara perdata 

adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menJamm 

ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.4 

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan 

dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis 

 

3 Maria S.W. Sumardjono, 2009, Mediasi Sengketa Tanah, Kompas Jakarta, hlm. 2. 
4 Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, 

Yogyakarta, hlm 2 
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berupa perundang-undangan seperti KUH Perdata dan KUH Dagang. undang 

undang Pokok Agraria. Undang-Undang Perkawinan clan sebagainya, serta 

peratueran hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup  dalam  

masyarakat. hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta 

ketertiban hukum di da1am masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan  sita 

jaminanterhadap hak atas tanah yang di kuasai oleh tergugat dalam perkara 

perrdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang 

berjudul : KEDUDUKAN AKIBAT HUKUM SITA JAMTNAN TERHADAP 

HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT DALAM 

PERKARA PERDATA DI PENGADAILAN NEGERI KLAS I PALEMBANG. 

B. Permasalaban 

 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berik:ut : 

 
1. Bagaimana kedudukan sita jaminan terhadap hak atas tanah yang dikuasai 

oleh tergugat dalam perkara perdarta ? 

2. Apakah akibat hukum sita jaminan terhadap hale atas tanah yang dik"UaSai 

oleh tergugat da1am perkara perdarta? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 

permasalahan yang yang di bahas, maka yang menjadi titilc berat pembahasan 
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dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kedudukan sita jaminan 

terhadap hak atas tanah yang dikuasai oleh tergugat dalam perkara perdata. 

Tujuan Penelitian adalah uotuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Kedudukan sita jaminan terhadap hak atas tanah yang dikuasai oleh 

 

tergugat dalam perkara perdata. 

 

2.  Akibat hukum sita jaminan terhadap hak atas tanah yang dikuasai 

oleh tergugat dalam perkara perdata. 

 
 

D. Defenisi Konseptual 

 

1. Sita Jaminan yaitu tindakan menempatkan harta benda tergugat secara 

paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.5 

2. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada  seseorang 

yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas 

tanah tersebut.6 

3. Tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan 

dengan hak-hak orang lain atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan 

kesalahan atas gugatan pihak lain di Pengadilan.7 

4. Perkara Perdata, yaitu lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum 

 

yang berkedudukan diibukota Kabupaten atau Kota.8 
 

 

 

5 
Ibid., hlm 17 

6 K Wantjik Saleh, 2004, Hu/cum Agraria Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hlrn 

37 
7 

Riduan Syahran 2007, Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umurn, Kartini, 

Jakarta, bl 29 
8 

Ibid., him 6 
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E. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya 

menggunakan data sekunder yang didukung data wawancara. Tipe penelitian 

hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan 

secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer diantaranya adalab : 

 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria; 

b. Bahan hukum Sekunder diantaranya adalah: 

 

I) Kartasapoetra, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) 

Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta. 

2) Karitni Mulyadi, Hak-hak Atas Tanah, Prenanda Media,  Jakarta 

 

3) Maria S.W. SumardjonoMediasi Sengketa Tanah, Kompas Jakarta. 

 

4) Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Atas Tanah, Sinar 

Grafika, Jakarta. 

5) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta. 
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c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah : 

 
Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka 

 
3. Teknik Pengolahan Data 

 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengnalisis data 

tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan,  Ruang Lingkup  dan  Tujuan  Penelitian,  Defenisi Operasional, 

 
Metode PeneJitian, serta Sistematika Penulisan. 

 
Bab Il, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Sengketa Perdata 

Hak Atas tanah, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pengertian  dan 

Pendaftaran Perkara Perdata, Pengertian dan macam-macam Sita, Pengertian 

Sita Jaminan. 

Bab m, merupakan pembahasan  yang berkaitan dengan Kedudukan sita 

jaminan  terhadap  hak atas tanah  yang dikuasai oleh  tergugat  dalam  perkara 
 

perdata dan Akibat hukum sitajaminan terhadap hak atas tanah yang dikuasai 

oleh tergugat dalam perkara perdata. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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Dan Lain-lain 

Wawancara Penulisan Dengan Bapak Agusman, Panitera Hukum Pengadilan  
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